
WALIKOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR 1::'- TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOM<\N PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KES!,HATAN 
BAG! FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Dl DAERPJ1 

Menimb.mg 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA BATAM, 

bahwa dalarn rangka meningkatkan pt!ayanan 
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah 
untuk Peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin 
dan orang tidak mampu di Daerah maka, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang 
Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Pesera1 BPJS 
Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak 
Mampu di Kota Batam; 

I. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Daerah (L<>mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3902) sebagaimana te1ah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang­
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Daerah (U~mbaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.donesia 
Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5256); 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Tahun 
20 14 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 554 7) sebagaimana te1ah diu bah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu3 Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F:epub1ik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS 
KESEHATAN BAG! FAKIR MISKIN DAN ORANC TIDAK 
MAMPU D1 KOTA BAT AM. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dE~ngan : 

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Pemerintah Republik Indonesia. 

2. Daerah adalah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah A1ggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. 

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota 
Batam. 

7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,yang 
selanjutnya disebut Dinsos dan PM adalah Dinas 
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sip1l yang 
selanjutnya disebut Disduk dan Capil adalah Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batarn. 

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya 
disingkat DPPPAKB adalah Dinas Pembe:·dayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana Kota Batam. 

10. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 
disingkat LKS adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melak~.anakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukun. 



11. Fakir miskin adalah orang yang sarna sekdi tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian dcmjatau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya danfatau 
keluarganya, termasuk orang terlantar. 

12. Basis data terpadu, adalah sebuah system data 
yang berisikan nama, alamat, NIK dan keterangan 
data sosial ekonomi rumah juga, yang dikebla oleh 
Pemerintah. 

13. Data Kemiskinan Daerah adalah semua data fakir 
miskin I tidak marnpu di Kota Batam baik yang 
teregister BDT ( Basis Data Terpadu J Pusat 
maupun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Walikota Batam. 

14. Orang Terlantar adalah seserorang yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan /atau keluarganya serta 
tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal 
danfatau pekerjaan. 

15. Orang Tidak Marnpu adalah orang yang mempunyai 
sumber mata pencaharian, gaji a tau upa1, yang 
hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang 
layak namun tidak mampu membayar iuran bagi 
dirinya dan keluarganya. 

16. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya 
dise but J amkesd.a adalah jaminan beru pa 
perlindungan kesehatan oleh Pemerintah Daerah 
untuk penduduk Daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Walikota 1m yang sumber 
pembiayaannya berasal dari APBD. 

17. Badan Penyelenggara Jaminan So sial Kesehatan 
yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

18. Penerima Bantuan luran yang selanjutnya disingkat 
PBI adalah peserta jaminan kesehatan b,,gi fakir 
miskin dan orang tidak mampu sebagaimana 
diarnanatkan Undang-Undang tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai 
peserta program Jaminan Kesehatan. 

19. luran jarninan kesehatan adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, 
pemberi ketja, Pemerintah atau Pemerinta.h Kota 
kepada BPJS Kesehatan untuk program jaminan 
kesehatan. 

20. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kc:sehatan 
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dan.' atau 
masyarakat. 



21. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya 
disingkat SKTM adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa 
yang namanya disebutkan didalam surat itl adalah 
orang yang tidak mampu. 

22. Pengelola pelaksana kegiatan program Jamkesda 
adalah pegawai Dinas kesehatan yang .jiangkat 
melalui keputusan Kepala Dinas Kesehata~1 selaku 
Pengguna Anggaran. 

23. Bantuan adalah bantuan kepada masyaral:at tidak 
mampu berupa biaya iuran, akomod3.si dan 
transportasi pasien dan pendamping rujukan ke 
luar daerah dan atau bantuan bagi pemegang 
SKTM berupa biaya pelayanan kesehatan. 

24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut dengan Puskesmas adalah instansi 
kesehatan daerah yang mernpunyai fasilitas 
kunjungan rawat jalan dan/atau raw3.t inap 
termasuk jaringannya. 

25. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan swasta yang memberikan 
pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang 
bekeija sama dengan BPJS Kesehatan. 

26. Rumah sakit di luar Kota Batam adalah rumah 
sakit yang memberikan pelayanan bagi peserta 
BPJS Kesehatan yang berada di luar Kota Batam 
yang bekeija sama dengan BPJS Kesehatan 

27. Pasien gizi buruk adalah pasien yang diryatakan 
secara tertulis oleh dokter yang merawat sebagai 
pasien gizi buruk. 

28. Pasien akibat POM Filariasis adalah pasien yang 
sesudah memakan obat Filariasis dan mengalami 
efek sam ping akibat memakan obat tersebw:. 

29. Kejadian lkutan Pasca lmunisasi (KIP!) adalah 
kejadian medik yang berhubungan dengan 
imunisasi, baik berupa reaksi vaksin ataupun efek 
samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek 
farmakologis; atau kesalahan program, koinsidensi, 
reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak 
dapat ditentukan. 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal2 

Peraturan WaliKota ini dimaksudkan untuk 
memberikan pedoman dan prosedur guna rr _engatur 
pelaksanaan pemberian bantuan biaya iura:1 BPJS 
Kesehatan dan bantuan biaya transportasi dan I a tau 



akomodasi di/keluar daerah dan bantuan biaya 
pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu, di 
Daerah terlantar, fakir miskin dan Kasus pasien 
tertentu (Gizi buruk, POM Filariasis, KIP!) di Daerah 
yang dibiayai melalui APBD. 

Bagian Ked ua 
Tujuan 

Pasal3 

Tujuan pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS 
Kesehatan, bantuan transportasi dan akomodasi serta 
bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah 
terwujudnya jaminan kesehatan daerah yang o:t_: timal 

BAB III 
SASARAN DAN MANFAAT 

Bagian Kesatu 
Sa saran 

Pasal4 

Sasaran Penerima Bantuan adalah : 

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu : 

a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 
Keluarga Daerah yang telah teregister sebagai 
Penerima Bantuan luran yang ditetapka 1 dalam 
Keputusan Walikota; dan 

b. fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 
Keluarga Daerah yang belum teregis~:er dan 
memiliki Surat Keterangan Tidak Marnpu dari 
Kelurahan Setempat. 

2. Penduduk Daerah yang mengalami gizi bu:uk dan 
memerlukan bantuan pelayanan kesehatfLn yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dan dokter 
yang merawat; 

3. Masyarakat Daerah akibat dari pengobatan massal 
filariasis selama 5 (lima) tahun atau selama jangka 
waktu tertentu sesuai perundang-undang<n yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dan dokter 
yang merawat; 

4. Penghuni rumah tahanan dan lembaga 
pemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Kepala Rutan dan Lapas; 

5. Pasien dengan penyakit jiwaj kelainan jiwa yang 
dinyatakan oleh dokter yang merawat.nya; 

6. Pasien kejadian ikutan pasca immunisasi (krpi) yang 
dinyatakan oleh dokt.er yang merawatnya tanpa 
diikuti oleh penyakit lainnya; dan 



7. Gelandangan dan/atau kelainan jiwa 
dinyatakan dengan surat keterangan dari 
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Bagian Ked ua 
Manfaat 

Pasal 5 

yang 
Din as 

( 1) Manfaat dari program BPJS Kesehatan Daerah 
ada1ah: 

a. setiap peserta berhak memperoleh manfaat 
jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan 
kesehatan perorangan, mencakup pelayanan 
promotif, preventif, kuratif dan reh3.bilitatif 
termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis 
pakai sesuai dengan kebutuhan med _s yang 
diperlukan; 

b. manfaat jaminan kesehatan 
dimaksud pada huruf a terdiri 
medis dan manfaat non medis; 

sebaga.imana 
atas manfaat 

c. manfaat medis sebagaimana dimaksuJ pada 
huruf b tidak terikat dengan besaran iuran yang 
dibayarkan; 

d. manfaat non medis sebagaimana dimaks-J.d pada 
huruf b meliputi manfaat akomodasi dan 
ambu1ans; 

e. manfaat akomodasi sebagaimana dimaks Jd pada 
huruf d ditentukan berdasarkan skala besaran 
iuran yang dibayarkan; dan 

f. ambulans sebagaimana dimaksud pada huruf d 
hanya diberikan untuk pasien rujuk1n dari 
fasilitas kesehatan dengan kondisi terter: tu yang 
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 

Pasa16 

(1) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf a angka 1 memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 

a. tidak mempunyai sumber mata penca.harian 
danfatau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasu·; 

b. tidak mampu atau mengalami kesulita·1 untuk 
berobat ke tenaga medis, kecuali pu:~kesmas 
atau yang disubsidi pemerintah; 

c. mempunyai dinding rumah terbuat dari 
bambo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik 
/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah 
usang / berlumut atau tembok tidak di{:lester; 



d. kondisi lantai terbuat dari tanah 
kayufsemenfkerarnik dengan kondisi 
baik/ kualitas rendah; 

a tau 
tidak 

e. atap terbuat dari ijuk /rumbia atau 
genteng/ seng/ ashes dengan kondisi tid,.k baik/ 
kualitas rendah; dan atau 

f. usulan peserta PBI daerah dari BPJS kesehatan 
yang telah diverifikasi dan validasi oleh Dinsos 
dan PM. 

(2) Kriteria fakir miskin dan orang tidak marnpu yang 
teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasarkan Data Kemiskinan Daerah; 

(3) Fakir miskin dan orang tidak marnpu yang 
teregister sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
apabila memiliki anggota keluarga yang belum 
teregister sebagai penerima bantuan iuran: maka 
secara otomatis masuk ke dalam Penerima Bantuan 
luran Jamkesda; 

(4) Fakir miskin dan orang tidak marnpu yang belum 
teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (I) huruf a angka 2 dapat dimasukkan ke 
dalam Penerima Bantuan luran dengan ketentuan 
diverifikasi dan validasi oleh Lurah, Camat, dan 
Dinsos dan PM; 

(5) Fakir miskin dan orang tidak marnpu yang belum 
teregister sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
ayat (I) huruf a angka 2, terdiri atas : 

a. gelandangan; 

b. pengem1s; 

c. perseorangan dari komunitas adat terpencil; 

d. perempuan rawan sosial ekonomi; 

e. korban tindak kekerasan; 

f. peketja migran bermasalah sosial; 

g. masyarakat miskin akibat bencana al3.m dan 
sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 
satu (I) tahun dalam kejadian bencana; 

h. perseorangan penenma manfaat embaga 
kesejahteraan sosial; 

1. penghuni rumah tahanan/ .embaga 
pemasyarakatan daerah; dan 

j. penderita kejadian ikutan pasca imunisasi 
(KIP!). 

(7) Lembaga Kesejahteraan Sosial 
dimaksud pada ayat (5) yaitu: 

a. panti sosial; 

b. Rumah Singgah; 

c. Rumah Perlindungan Sosial Anak; 

d. Lembaga Perlindungan Sosial Anak; 

sebagaimana 



e. Pantijbalai rehabilitasi sosial; 

f. Taman Anak Sejahtera/Tempat Penitipan Anak 
Miskin; 

g. Rumah Perlindungan atau Trauma Centn:; atau 

h. Nama lain yang sejenis. 

(8) Dalam hal fakir miskin dan orang tidak mampu 
yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), diproses melalui mekanisme pembahan 
dengan pembuktian keabsahan kepesertaan sebagai 
berikut: 

a. untuk gelandangan, pengemis, perse,Jrangan 
penenma manfaat Lembaga Kesejahteraan 
Sosial, perseorangan dari Komunitas. Adat 
Terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, 
korban tindak kekerasaan, dan pekerja migran 
bermasalah sosial dengan surat rekomendasi 
dari Dinsos dan PM; 

b. penghuni rumah tahanan dan · embaga 
pemasyarakataan dengan surat reko1nendasi 
dari Kepala Lembaga Permasyarakatan 1 Kepala 
Rumah Tahanan setempat; 

c. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 
(KlPl) dapat memperoleh pelayanan kesehatan 
dengan menunjukkan kartu identitas seperti 
KTP, kartu keluarga dan lain-lain; 

d. Bagi keluarga peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH), cuku p dengan kart 1 PKH. 
sedangkan bagi anggota keluarga diBamping 
membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu 
keluarga atau keterangan dari pendamping; 

e. Bagi penerima Bantuan Langsung Se·11entara 
Masyarakat (BLSM), cukup dengan kartu 
perlindungan sosial; 

f. Bagi perseorangan penerima program beras 
miskin menggunakan kartu perlir dungan 
sosial; dan 

g. Masyarakat miskin akibat korban bencana alam 
dan sosial pasca tanggap darurat berdasarkan 
Keputusan Walikota. 

(9) Mekanisme perubahan sebagaimana dimaksod pada 
ayat (8) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pengurangan data fakir miskin dan ora1g tidak 
mampu yang tercantum sebagai Penerima 
Bantuan luran Jaminan Kesehatan karena 
tidak lagi memenuhi kriteria; dan 

b. Penambahan data fakir miskin dan ora1g tidak 
mampu untuk dicantumkan sebagai Penerima 
Bantuan luran Jaminan Kesehatan karena 
memenuhi kriteria. 



Anggaran 
bersumber 
Pelayanan 
tertinggal. 

BABIV 
SUMBER DANA 

Pasal 7 

Program Jaminan Kesehatan Daerah 
dari APBD Kota Batam melalui kegiatan 
Kesehatan Bagi penduduk miskin/ desa 

BABV 
PROSES DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

KESEHATAN 

Pasal8 

Pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak 
mampu, dilaksanakan sebagai berikut: 

a. untuk pertama kali setiap peserta BPJS Kesehatan 
Jamkesda didaftarkan ke BPJS Kesehatan; 

b. BPJS Kesehatan mendaftarkan peserta pHla satu 
Fasilitas Kesehatan tingkat pertamajpu ;kesmas 
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan; 

c. peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada 
fasilitas tingkat pertama tempat peserta tercaftar; 

d. dalam keadaan tertentu, ketentuan seba s:aimana 
dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi peserta 
yang berada di luar wilayah fasilitas kt sehatan 
tingkat pertama tempat peserta terdaft:tr atau 
dalam keadaan kegawatdaruratan; dan 

e. dalam hal peserta memerlukan pdayanan 
kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas k€ sehatan 
tingkat pertama harus merujuk ke fasilita~ tingkat 
lanjutan terdekat sesuai dengan sistim rujukan 
yang diatur oleh BPJS Kesehatan. 

Pasal9 

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi : 

1. Semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang 
menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatar . 

2. Semua fasilitas Kesehatan tingkat lanjuta:1 yang 
menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehata:1. 

Pasal 10 

(!) Pasien terlantar ditanggung dengan Jemkesda 
setelah mendapat Surat Keterangan dari Dinsos 
dan PM. 



(2) Jika dikemudian diketahui bahwa pasien krlantar 
temyata bukan termasuk fakir miskin dar/ orang 
tidak mampu maka tanggungan jwnkesda 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (!) dibatalkan 
oleh Dinsos dan PM atas usulan darl Dinas 
Kesehatan. 

(3) Surat pembatalan sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (2) ditujukan ke Rumah sakit dan 
ditembuskan ke Dinas Kesehatan dan kepada 
pas1en. 

Pasal 11 

( 1) Orang Miskin a tau Orang Tidak Mamp1 yang 
mengalami gizi buruk, kejadian ikutar pasca 
immunisasi (kipi) dan filariasis yang belum 
terdaftar sebagai pasien BPJS Kesehata:n dapat 
dibantu pembiayaan, pengobatan/ 
penyembuhannya oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 wajib 
menyerahkan SKTM kepada petuga; yang 
memberikan pelayanan. 

BAB VI 
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN 

JAMKESDA NON BPJS 

Pasal 12 

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kt: 8ehatan 
Jamkesda non BPJS sebagai berikut : 

1. Pasien yang memerlukan pelayanan kc:·sehatan 
dasar berkunjung ke Puskesmas dan Jari:1gannya 
untuk mendapat pelayanan selw1.jutnya 
menyerahkan surat keterangan tidak :nampu 
(SKTM) jsurat keterangan dari institusi terkHit. 

2. Pacta kasus tertentu pasien dapat dirujuk ~ e RSUD 
Embung Fatimah, Rumah Sakit Badan 
PengusahaanjRSOB dan Rumah Sakit Swasta 
Yang bekerjasama dengan Dinas Kesehata:1 sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan (tarif Kelas 
tiga) dengan membawa surat Rujukcu1 dari 
puskesmas kecuali dalam keadaan dan.rat dan 
atau emergency. 

3. Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan 
berkelanjutan surat rujukan dapat berlakt.: selama 
1 (satu) bulan. 

4. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan Ci rumah 
sakit, masyarakat harus menunjukkan S:k:'::'M dan 
surat rujukan dari Puskesmas, kemudian pasien 
mengajukan permohonan Surat Jarninan Pdayanan 



(SJP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan. 

5. Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di rumah 
sakit setelah mendapatkan surat perintah masuk 
rawat dari dokter yang memeriksa, pasien 
mengajukan permohonan Surat Jaminan Pelayanan 
(SJP) rawat inap yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kesehatan. 

6. Pada kasus-kasus gawat darurat yang dila:vani di 
UGD Rumah Sakit, pasien tidak perlu 
membawafmenunjukkan surat rujukan, petugas 
Rumah sakit akan mengeluarkan Surat Ket~rangan 
Masuk UGD dan kemudian peserta men~ajukan 
permohonan Surat Jaminan Pelayanan UGD 
kepada Dinas Kesehatan dengan pen:etujuan 
Kepala Dinas Kesehatan sebagai aminan 
pelayanan. Bagi pasien yang rawat 1nap proses 
administrasi sama dengan proses raww: inap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

7. Untuk mendapatkan pelayanan rujukan keluar 
Kota pasien harus memiliki surat. rujuk3.n dari 
Rumah Sakit Tipe B yang ada di Daerah, setelah 
mendapatkan surat rujukan pasienjl:eluarga 
pasien melapor ke Dinas Kesehatan dengan 
membawa identitas fotocopy peserta, :'otocopy 
SKTM dan fotocopy surat rujukan, peser:a akan 
mendapatkan surat pengantar rujukac dan 
keterangan tentang pelayanan yang dijanin di 
rumah sakit tempat dirujuk; dan 

8. Untuk memperoleh Surat Jaminan Pelayanan (SJP) 
harus diurus oleh keluarga pas1en yang 
bersangkutan ke Dinas Kesehatan . 

BAB VII 
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMI\ 

Pasal 13 

( 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang <lijamin 
meliputi: 

a. administrasi pelayanan; 

b. pelayanan promotif dan preventif; 

c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; 

d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif 
maupun non operatif; 

e. pelayanan obat dan bahan medis habis pd\:ai; 

f. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan ;nedis; 

g. pemeriksaan penunjang diagnostik labou:,torium 
tingkat pertama; dan 

h. rawat inap tingkat pertama sesuru dengan 
indikasi. 



(2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi 
pelayanan kesehatan yang mencakup : 

a. Rawat jalan yang meliputi : 

1. administrasi pelayanan; 

2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi 
spesialistik oleh dokter spesialis dan sub 
spesialis; 

3. tindakan medis spesialistik sesuai :lengan 
indikasi medis; 

4. pelayanan obat dan bahan medis habi~• pakai; 

5. pelayanan alat kesehatan inflan; 

6. pelayanan penunjang diagnostik · anjutan 
sesuai dengan indikasi medis; 

7. rehabilitasi medis; 

8. pelayanan darah; 

9. pelayanan kedokteran forensik; dan 

10. pelayananjenazah di fasilitas kesehatan; 

b. Rawat inap Kelas lll yang meliputi : 

1. perawatan inap non intensif; dan 

2. perawatan inap di ruang intensif 

BAB Vlll 
PELAYANAN KESEHATAN YANG TlDAK DIJAMIN 

Pasal 14 

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah ·sebagai 
berikut: 

a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui 
prosedur sebagaimana diatur dalam peratura.n yang 
berlaku; 

b. pelayanan kesehatan yang dilakukan d dasilitas 
Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan kecuali untuk kasus gawat darunr:; 

c. pelayanan kesehatan yang telah dijamln oleh 
program jaminan kecelakaan ketja terhadap 
penyakit atau cidera akibat kecelakaar_ atau 
hubungan kerja; 

d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 

e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetic; 

f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas; 

g. pelayanan meratakan gigi; 

h. gangguan kesehatan/penyakit akibat 
ketergantungan obat dan/ atau alkohol; 

1. gangguan kesehatan akibat sengaja menyd::iti diri 
sendiri, atau akibat melakukan hobi yang 
membahayakan diri sendiri; 



J. pengobatan komplementer, alternatif dan 
tradisional, termasuk akupuntur, ~hinshe, 
chiropractic, yang belum di nyatakan efektif 
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; 

k. pengobatan tindakan medis yang dikate~;orikan 

sebagai percobaan; 

1. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu; 

m. perbekalan kesehatan rumah tangga; 

n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa 
tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah; dan 

o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada 
hubungannya dengan manfaat jaminan ke:~·:!hatan 

yang diberikan. 

BABIX 
TATA LAKSANA PENDANAAN DAN PERTANGGUNG 

JAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI 
PASIEN DAN PENDAMPING 

Pasal 15 

Besaran bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah 
Daerah untuk pasien yang dirujuk ke rumah sakit di 
Daerah maupun ke luar Daerah, adalah sebagai 
berikut: 

a. Biaya transportasi pulang-pergi untuk 1 (satu) 
orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping, 
dimana besaran biaya transportasi dise:~uaikan 

dengan SSH (Standar Satuan Harga; yang 
ditetapkan oleh Walikota; 

b. Biaya transportasi pulang-pergi untuk :l (dua) 
orang diluar tiket pesawat dari rumah ke handara 
dan ke rumah sakit adalah Rp. 400.000 (empat 
ratus ribu rupiah); 

c. Biaya makanfminum rujukan rawat jalan untuk 1 
(satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pencmnping 
adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 
per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan pada 
tahun yang bersangkutan; 

d. Biaya makanfminum rujukan rawat jal~.n inap 
untuk 1 (satu) orang pendamping Rp.50.000 (lima 
puluh ribu rupiah) per orang per hari maknimun 3 
(tiga) bulan pada tahun yang bersangkutan; clan 

e. Biaya transportasi bagi pasien meninggal dunia 
yang kembali ke Kota Batam dibayar sesuai dengan 
SSH (Standar Satuan Harga) yartg diatJr oleh 
Walikota. 



Pasa1 16 

Pertanggungjawaban penggunaan biaya tran:.portasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersifa ~ adcost 
(biaya rill) sesuai ketentuan peraturan penr:ldang­
undangan. 

BABX 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYAHAN 

TRANSPORTAS1 RUJUKAN PAS1EN KE LUAR KOTA 

Pasa1 17 

( 1) Persyaratan untuk mendapatkan pembayar<:Jl biaya 
transportasi ke rumah sakit di luar Daer,lh bagi 
pasien wajib didukung data-data sebagai beiikut : 

a. copy kartu BPJS Kesehatan I SKTM atau surat 
keterangan dari instansi terkait. 

b. copy rujukan dari pelayanan pertama/ dasa.r. 

c. Copy rujukan dari pe1ayanan lanjutan I Rumah 
sakit ( rujukan berjenjang); 

d. copy surat pengantar rujukan ke rumah sakit 
yang dituju; dan 

e. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan . 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 
diberikan langsung kepada pasienlpendampmg. 

Pasal 18 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 
transportasi rujukan kepada pasien peserta ...: KN KIS 
PBI Pusat dengan mengacu kepada ketentuHn yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

BABXI 
PERUBAHAN DATA PESERTA BPJS JAMKE~.DA 

Pasa1 19 

{1) Dinas Kesehatan menyampaikan tembusan 
pencabutan kepesertaan PBI daerah aebagai 
perubahan data pengurangan Peserta BPJS 
Kesehatan kepada Dinsos dan PM dan lurah 
terkait. 

(2) Dinsos dan PM menyampaikan rekornendasi 
perubahan data berupa penambahan peserb> BPJS 
Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Lurah. 

(3) Setelah data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) dipero1eh, se1anjutnya Dinsos dan PM 
dan Dinas Kesehatan melakukan rekonsili:lsi data 
BDTdaerah. 



(4) Berdasarkan data sebagaimana dimaksuc pada 
ayat (3), Bidang Sumber Daya Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan menyiapkan nota dinas usulan 
penetapan Keputusan Walikota yang 
ditandatangani oleh kepala dinas kesehat::::n atas 
nama Walikota. 

(5) Dinas Kesehatan menyampaikan dan 
mengkoordinasikan Keputusan \\ alikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 

a. W alikota; 

b. Wakil walikota; 

c. Sekretaris Daerah; 

d. Kepala Dinas Sosial; dan 

e. Kepala BPJS Kesehatan. 

BAB XII 
BESARAN JURAN PENERIMA BIAYA lURAN EPJS 

KESEHATAN DAERAH 

Pasal20 

(1) luran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) luran bagi penduduk yang didaftarkan oleh 
Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pes<rta PBI 
Jaminan Kesehatan serta 
didaftarkan oleh Pemerintah 
kepada besaran iuran yang 
Pemerintah Daerah. 

penduduk yang 
Daerah mc:·ngacu 
ditetapkan oleh 

(4) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jibayar 
kepada BPJS Kesehatan. 

BAB XIII 
PEMBINAAN, MONITORING EVALVASI 

Pasal21 

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelc.yanan 
kesehatan Jamkesda dilakukan oleh Dinas Ke~~hatan. 

BABIV 
PEMBAYARAN KLAIM RUMAH SAKIT 

Pasai 22 

(!) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan Rumah 
Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Ke:i·~hatan 
dibayarkan dalam 1 (satu) Tahun anggaran 
berjalan. 



(2) Pembayaran pclayanan kesehatan tahun 
scbelumnya atas tc1gihan atau klairn yang cliterima 
pada tahun bcrj;:dan dapat dibayarkan setelah 
dinas keschatan mengakui sebagai hutang 
dilaporan keuangan. 

(3) pemhay;uan pehwanan kesehatan sebaeaimana 
y<mg dimaksud p;Hia ayat (2) dapat diar.ggarkan 
kern bali pada tahur anggaran berikutnya. 

BABV 
KETI':NTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Dengan ditctapkannya Pcraturan ini, rnaka P·~raturan 
Walikota Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanaan cJamkc·-;._;:1 dan Peserta BPJS KE:sehatan 
Ba_g1 Fakir M is kin cL t ., Orang Tidak Mampu di Kota 
Bat:1tll (Lcmbaran D.:~rah KoLa Batam Tahun 2015 
Nomor 400) dan h:raturan walikota Satan no 9 
tal1t::1 2017 L~Jllatlg :'eduman Pelaksanaan Ja:nkesda 
dan Pcscrtu l3PJS I< schatan Bagi F'kir Miskin dan 
Qr;n~.:~ Ticbk :Vlu::.; di Kota Batarn taht.:n 2-:J17 
diec.i)',t:_ c::m dir.yat<1L 1 tidak berlaku. 

Pcr:11"ur:1n WaJ,l(ol 
l\1'.- 1

' "!':-::ln. 

Pasal 24 

·i mulai berlaku pada tenggal di 

Ag;1r sl:ti;_:p crung :.1engetahuinya, memeri1tahkan 
pcngund<lllg<w Per; d uran WaliKot& m1 dengan 
pt:11C!TI!)ati:m (_Ldan1 Uu·ita Daerah. 

· )itctapkan di Batam 
·1:1cia tanggal ' Oktober 2017 

WALIKCJTA BATAM d---

Diundar gkan di Batw11 
Pada tar.ggal ' ~1b6€1'l- __ ' U 1 7 

SEKRETARIS DAERAI; 

BERITA AERAH KOT: '~.YIA\1 'J,Hu:; 017 NOMORc;G!. 


